
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu lembaga 

keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan 

masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi 

masyarakat. Berbicara tentang koperasi simpan pinjam tentu tidak 

terlepas dari modal, yang mana modal tersebut didapat dari simpanan 

para anggota juga dari lembaga keuangan lainnya, tidak terkecuali 

sumber modal dari bank konvensional. Dalam pembahasan ini, bank 

menjadi salah satu rekanan yang dapat memberikan pinjaman dana 

dalam jumlah yang besar kepada KSP. Dapat disimpulkan bahwa 

pendanaan dari bank sangat mendominasi pendanaan pada KSP, hal ini 

dikarenakan jumlah pinjaman yang didapat dari bank untuk 

pengelolaan KSP lebih besar dibandingkan dengan modal KSP itu 

sendiri.  

2. Koperasi Simpan Pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan  

kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Masalah tersebut terjadi dikarenakan adanya 

gagal kredit (kreditur macet) atau kelalaian pengurus koperasi terhadap 

tanggung jawabnya. Pada dasarnya apabila terjadi kerugian atas 

koperasi dapat ditelusuri asal mulanya, darimana penyebab kerugian 

tersebut berasal. Sebagaimana yang diuraikan pada bab pembahasan 



yakni terdapat pada kesalahan pengurus koperasi (masalah internal), 

maka dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik itu secara pribadi 

maupun tanggung renteng.  

4.2 Saran 

1. Memaksimalkan simpanan anggota sehingga koperasi tidak 

bergantung kepada bank konvensional, karena ada kemungkinan gagal 

kredit (kredit macet) dan pinjaman yang terlalu besar ke bank dapat 

menyebabkan keuangan pihak koperasi tidak stabil.  

2. Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pengurus koperasi agar 

pengelolaan dana dapat lebih stabil dan memberikan sanksi apabila 

ada pengurus yang secara lalai ataupun sengaja menyelewengkan dana 

koperasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok 

tertentu yang pada akhirnya dapat menyebabkan koperasi mengalami 

kerugian dan atau pailit.  
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